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Abstrak: Hukunt lslam menghadapi dilema dalant
praksis sosial. Hukum Islant seyogianya integral dan

inhern di tengahlengah denyut kehidupan umat. Di
tanah air, hukum lslanr diposisikan setengah hah,
antara ya dan tidak. Huhtm Islanr dikatakan ada

karena nyatanya ntemang ada, Kompilasi Hukum
lslam (KHI) atlalah buktinya. Dikatakan tidak,
karena dalam realitasnya Hukum Islanr ditempatkan
parsial, kdak utuh. KHI lunya mengatur dnn

mentuat matei Hukum lslant yang mengatur
xputar hukunt ktluargo (al-alruil al-slaHrtyah) an
sich, kemudian dilenfuagakan melalui Undang-
Undang Nomor 7 Talun 1989 dengan wewenang:
perkawinan, kewaisan dan wakaf sementara matei-
matei Hukunt lslant lainnya belum terakomodasi.
Tulisan ini hendak melilut lebih lanjut bagaimana
eksistensi Hukum lslam dalam tata perund.angan ili
Indonesia.

Kata Kunci:
Slui'ah, KHI

Hukunt lslam, Fiqh, Ushul Fiqh,

PENDAHULUAN

Islam adalah ide besar yang dapat digali dan diambil
"makna" tersembunyi darinya. Islam bagaikan lautan yang
tidak bertepi, terus-menerus mengalir. Di samping itu, satu
sisi Islam menjadi fenomena sosial yang dapat saja dirasakan
kehadirannya. Baik dalam koridor kehidupan yang sempit
(individual), kolektif (negara) maupun kehidupan sosial
lainnya. Dalam bingkai lain Islam "didaulat" sebagai sumber
hukum bagi pemeluknya.

'Pcnulis adalah DosenJurusen Syeri'ah STAIN Pontianak

HUKUM ISLAM DI INDONESIA" MUNGKINKAH ?
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Dalam kaitan ini pertama-tama yang perlu dijelaskan
adalah keberadaan manusia sebagai "produk" Tuhan-
Manusia makhluk tidak bebas nilai, ada banyak koridor yang
selalu membatasinya. Manusia dibatasi oleh "kekuasaan" dan
"kehendak" Tuhan. Tuhan bersifat absolut, sementara
manusia berada dalam posisi sebaliknya. Inilah salah satu
bentuk dikotomi yang membuat jarak antara Tuhan dan
manusia secara tegas.

Meski demikian realitas manusia di muka bumi selalu
menantikan kehadiran-Nya. Keberadaan Hukum Islamr
merupakan wujud lain kehadiran Tuhan itu sendiri. Di sini,
hukum Tuhan meniadi mutlak dan diperlukan yang
ditempatkan dengan penuh sakral, di samping senantiasa
memposisikan kitab suci al-Qur'an sebagai otoritas hukum.
Abd Moqsith Ghazall2 melihat al-Qur'an sebagai teks wahyu
yang misi utamanya membawa kemaslahatan bagi manusia.
Kini, al-Qur'an berlayar secara sendirian mengunjungi
pelbagai negeri, tanpa bisa dikendalikan oleh Muhammad
SAW. Al-Qur'an berkeliling dan meluncur ke lautan lepas.

Namun, oleh karena al-Qur'an telah diletakkan sebagai kitab
petunjuk Tuhan yang diyakini kebenarannya, maka yang
dilakukan oleh umat kemudian bukanlah mengubah
sosoknya unfuk disesuaikan dengan postur zaman,

melainkan meremajakan tafsirnya secara terus-menerus
seiring dengan denyut peradaban manusia, dengan tidak
mengabaikan al-Sunnah, Ijma' dan Qiyis sebagai sumber dan
referensi skunder dalam menetapkan atau melakukan istinbl!
huku:m.

I Hukum lslam scbegai saru pranata sosial memiliki dua fungsi,

Pellafia scb.g.i konrrol sosi.l, dan hedsa scbagai nilai baru dan proses

perubahen sociel, Iihat d.lam Ahm.d Rofiq, Pembabaaaa Hthtm Islam di
Indoaesia, (Yogy^k,Ln : Gama Mcdi.' 2001), 98.

'z Abd Moqsith Ghazali, 'Hcrmcneuoka Pembebasen:
Mcnghidupk.n Al-Qur'm Dari Kcmatien,n Ur.mr,\a, Yol,une VIII. Edisi
ti. Nomor 1. Jaaued-Juni (Zn4), 125-137.
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Dalam perkembangan dan perialanan waktu, Hukum
Islam seyogianya ditempatkan sebagai sebuah diskursus

untuk menemukan dimensi-dimensinya dalam arus sosial

kehidupan, di samping Hukum Islam sebuah normatifitas
absolut bagi pemeluknya. Pertanyaannya, apakah Hukum
Islam dalam realitas sosial menemukan makna ideal?

Bagaimana sesungguhnya kedudukan Hukum Islam di
Indonesia?

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

Sebelum menjawab lebih jauh pertanyaan di atas, ada

beberapa term yang mesti di"dudukkan" dalam
hubungarurya dengan Hukum Islam. Di antaranva shai'alF,

fqhl, ushul fqlF,yang ketiganya ibarat mata rantai yang saling
"berkelindan" satu sama lain. Bahkan dalam konteks praksis
relasi ketiganya sebuah relasi yang utuh, tidak dapat
ditinggalkan atau meninggalkan satu sama lain. Bahkan
kedudukan masing-masing memiliki makna dan arti bagi
Hukum Islam, dengan menempatkan shaf'aft sebagai
normatifitas makro yang sifahlya mengatur dengan cakupan
garis-garis besar.

Para fuqaha' memaknai kata sharf ah sebagai nama bagi
hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya
dengan perantaraan Rasulullah supaya para hamba

r Dalam pengertian sederhana shari'ah: air yang mengalir. lstilah;
hukum Allah yang menuniukkan keteraturan kehidupao manusia sebagai
makhluk yang berbudaya, bcrperadaban, yang memiliki kcyakinan dan
oorrna-norna kehidupan. Dapat dikatakan shari'ah adalah norrna-no.rna
Ilahi yeng mengikat dalam bentuk 4fl r, ralry dar.lain-l n.

{ Fiqh dalam konteks etimologi: Pemahaman yang mendalam
tentang tuiuan suatu ucapan dan perbuatan, misalnya firman 

^llah]. 
"Maka

metgdPa ordng-otdrrt itr (ototrg mnafih) hampir-barnpir tidak memahami
pembicaraan sedihit Pr.n" QS. on-Nisd': 78. Dalam terminologi fiqh adalah:
Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia,
yang diambil dari dalildalilyang rinci.

5 Secara sederhana adalah kaidah atau metode yaog dijadikan
instrumen untuk mel^h*^n istinbaL(menggali) hukum.
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melaksanakannya dengan dasar iman, baik hukum itu yang
mengenai amaliyah lahiriyah, maupun yang mengenai akhlak
dan 'aqdid, kepercayaan yang bersifat batiniyah.r

Dalam hal ini shai'ah dapat dilihat dan ditempatkan
dalam mainstrean absolutis yang mengatur tentang hal-hal
mana yang dapat dilakukan atau sebaliknya. Hubungan
antara shart'ah, f4lr maupun ushul fqh adalah hubungan
konstruktivisme yang mendukung tercapainya cita-cita
kemaslahatan sosial bagi manusia itu sendiri.

Perlu dilihat dengan proporsional 'legitinnsi' dan
wilayah yang menjadi otoritas masing-masing, baik shari'ah,

f4h maupun ushul fqh. Sebagaimana dikatakan Abdullahi
Ahmed An-Na'im, mengutip pendapat S. C. Vesey-
Fitzgerald, bahwa: shai'ah adalah "tugas umat manusia yang
menyeluruh", meliputi moral, teologi dan etika pembinaan
umat, aspirasi spritual, ibadah formal dan ritual yang rinci.
shai'alt mencakup semua aspek hukum publik dan
perorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak. 7

Ilelihat pada piiakan di atas, eksistensialisme sllari'all
adalah keseluruhan hukum Tuhan menjadi totalitas dalam
kehidupan manusia. Baik mengenai hubungan hamba

dengan-Nya, manusia dengan sesama maupun sisi sosial lain
di mana hukum Islam menjadi bagian yang tidak
terpisahkan. Adakah aspek-aspek kehidupan yang tidak
dapat rlimasuki oleh otoritas Hukum Islam?

Flemat penulis, dalam konteks di mana pemeluk Islam
telah menyatakan keislamannya, mereka tidak dapat
mengingkari bahwa "semangaf' dan ruh Hukum Islam
menjadi bagian dalam realitas kehambaarurya di depan

6 Teungku Muhammad Heebi Ash Shiddieqy, Penganur llmu Fiqb,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 5.

? Abdullahi Ahmed An-Na'im, Dekonscnthsi Syaihb: Wacaaa
Kebebasan Sipil, Hah Asasi Maausia dan Hubungat Internasiotal dalam
Islaa, tr:ri. Anmad Su.edy dan Arniruddin Arrani (Yogyakart* LKiS,1994),
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I QS. al-Isra': 32.
e QS. d-Maidah: m.
n tbi4
rr Ahmad Rofiq, 'Kritik Metodologi Formulaei Fiqh Indonesia,

dzJron Epistcmologi Syara': Format Baru Fiqb ldonesia, Pcnyunting
Anaog Hertu Himawan (Yo8y.&.rt : Pu6t.k Pclaier,2X)0),103.

Tuhan maupun sebagai makhluk sosial. S€bagaimana telah
disebutkan di atas, shaflah tidak saia dihadirkan,
ditempa&an sebagai hukum Tuhan sentisme, melainkan iuga
menielma sebagai nilai-nilai moral, teologi, etika dan lain
sebagainya. Manifes sharf ah menjadi kemutlakan yang tidak
dapat terhindarkan dalam realitas kemanusiaan. Tentu saia

keberlakuan shti'ah 6dak mutlak untuk muslim cn sich, ada
banyak contoh "semangat" dan ruft Hukum Islam memilil<i
relevansi global memiliki kesesuaian, kesesuaian elan lslam
dengan elcn agarna manapun. Misalnya larangan zina8, judie,
khamrlo dan lainlain. Pada agama-agama lain tentu tidak
mendapatkan tempat dan membenarkan perbuatan yang cela
ters€but.

Di balik itu, tidak dapat pula dinegasikan keberadaan

fqh. Shan'ah tanpa fqh hanya menghadirkan "kekosongan"
dan "kehampaan". Hal ini dapat dilihat dari relevansi sluri'ah
dan fqh di tengah-tengah kenyataan sejarah melalui kasus-
kasus faktual yang terjadi di setiap saat dan kehidupan.
Dalam sejarah awal, fqh di zaman Nabi Muhammad saw.
misalnya, merupakan entitas sosial yang tidak dapat
dihindari. Bagaimana ketika Nabi memberikan contoh shalat
yang beliau contohkan sebagaimana dalam hadistnya:
" Shalatlah kamu xbagaimana kamu melihat aku shalat".
Demikian halnya muncul lmam Hanafi, Maliki, Shafi'i,
Hanbali merupakan kristalisasi dan dinamika f4h yang terus
bergerak dan harus dihadapi dengan mendudukkan al-
Qur'an, al-Sunnah, Ijma dan Qiyis sebagai sumber otoritatifil
pada masa itu bahkan hingga saat ini pun.
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lialah satu contoh masalah fqh di atas, adalah bukti
bahwer fqh menjadi bagian fenomena yang tidak
terhindarkan, terus-menerus mengalir, bagaikan lautan yang
tidak bertepi. Sepanjang sejarah manusia masih digelar,
sepanjang itu pula Fi4lz "menebarkan" relevansinya. Dalam
kontels dinamika sosial apapun, ekonomi, hukum, politik,
budaya dan lain-lain sulit untuk menolak dan mengabaikan

fqh.
llahkan dalam konteks lokal di tanah air misa.lnya,

(almathum) Nurcholish Madjid dan kawan-kawan telah
menggagas fqh lintas agama yang dianggap kontroversi
bahkan ditentang oleh kelompok Islam lairurya. Di sini dapat
dilihat, relevansi historis f4h yang tidak pemah habis, terus-
menerus mengalami dialektika.

):iqh adalah " obyek" yang senantiasa bergerak dalam
pusaran waktu, dengan ungkapan lain, fqh tidak "kering"
kemudian "mati". Sepanjang sejarah manusia terus berjalan,
sepanjang itu pula fqh memiliki relevansinya dalam sejarah

manu:iia.
Iiehubungan dengan hal tersebut, ijtiha 2 sebagai

proses "penalaran" dalam upaya menggali hukum memiliki
tempat strategis untuk memberikan iawaban atas suatu
masalah ketika al-Qur'an dan Sururah diam tidak memberi
jawabanl3 dengan menempatkan ushul fqh sebagai sarana

metodologis melakukan isfinbd! hukum.
liJshul fqh merupakan pranata penting untuk

melakukan isfinba^! hukum. Diam dan "bisu-nya" otoritas al-

Qur'arrtn menempatkan rasio manusia menjadi bermakna

12 Addah ueaha &n upaya acota,og mtjtah l dalam mempcroleh
&n menggali hukum Allah dari sumbct-sumber syarlah.

rr Abdullahi Ahmed An-Na'im, D€Eozlrflft..., 53.
x4 Otolitas al-Qu/an sebegai sumbet hutum final dan mengikat

ak.n tetapi maaaleh-masalah yang be,tsifat prinsipil tidek diatur konkrit
dan definitif, iustru di aini kecerdasatr raeio manugir dipetluku deogan
'bimbiogaa' sumber primer al-Qur'en melakr*tt lrrcatifitaz ijtibadiyab.

1

I
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ushul fqhtt:
Al-Qur'an

Sunnah

Ushul Fiqh

Ijma'

untuk melakukan kreatifitas ijtilutli dalam upaya merespon
isn-isr fqh temporer yang terjadi. Ushul fqh menjadi sarana
metodologis bagi rasio manusia melakukan istinbri! hukum
dengan cara memahami, mengkritisi dan "menerjemahkan"
teks-teks suci alQur'an sebagai sumber otoritas Hukum
Islam. Tentu pendekatan hermeneutis. sosiologis dan historis
tidak dapat diabaikan dalam proses ,h/ud tersebut.

Mekanisme ijtihad dari aspek teknik dapat dibedakan
menjadi tiga: pertama, ijhhad baydni (al-ijtihid al-bayini), yalnt
ijtilud yang berhubungan dengan penjelasan kebahasaan
yang terdapat di al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, ijtilutl qiyasi
(al-ijtihdd al-qiyisi), yaitu ijtihad untuk menyelesaikan suatu
sengketa atau persoalan yang di dalam al-Qur'an dan al-
Sunnah tidak terdapat ketentuan hukumnya. Qiyis atatt
istihsin dapat digunakan sebagai sarana dalam kasus ini.
Ketiga, ijtilad isri2ldf;i (al-ijkhdd al-isti2l6!1i), yaih: ijtilwd dengan
menggunakan ra'y yang tidak menggunakan ayat-ayat al-

Qur'an atau hadist tertentu secara khusus, tetapi ijtihad itu
berpegang kepada "ruh al- shari'ah" .15 Untuk lebih mudah
gambar berikut dapat menjelaskan mekanisme ijtilad dalam

rr Jaih Mubarols ,rero dobgi ljtibad Hfitm Islara (Yogy.k*.at IUtl
Prcas, Z)02), 8.

n tbiL

Ijtihad



"102 Justitia 13lamica, Vol.3/No. 1/Jan-Juni 2006

Pendapat Noel f. Coulson dalam bukunya Conficts and
Tensions in The lslamic luisprudence sebagaimana dikutip
Ahmad Rofiqtz mengidentifikasi karakteristik Hukum Islam
meliputi: (7) Wahyu Llan Akal, artinya Hukum Islam dari langit
kemudian melalui akal manusia Hukum Islam diterjemahkan
secara sosiologis-praksis, (2) Keseragaman dan Keberagaman,

bahwa sesungguhnya Hukum Islam dapat berlaku di mana
dan kapan saja, akan tetapi Hukum Islam tidak dapat berdiri
sendiri dari lokalitas sosial dan waktu. Oleh karena itu,
meskipun memiliki kasus yang serupa dapat saja keputusan
hukumnya berbeda, (3) Otoitaianisne dan Liberalisnrc,

Hukum Islam absolut dan tidak bisa nego substansi isinya,
akan t€tapi seorang faqih dapat saja dengan kemampuan dan
integritas intelektual melakukan dekonstruksi ijtihidi dalam
menetapkan hukum sepanjang nash dan sunnah belum
menelapkan dengan qa!'t, (4) Idealisme dan Realisme, H,ukum
Islam memiliki cita-cita sebangun dengan cita-cita Islam
membawa rahmat, petunjuk dan pedoman bagi umat muslim
dan m.anusia umumnya, (5) Hukum dan Moralitas, keberadaan
Hukum Islam sekaligus sebagai hukum dan moral yang tidak
saia memuat diktunt sanksi tetapi juga suara moral
bersurnberkan dari Tuhan Yang Esa, (6) Stabilitas dan

Perubchan, dalam koridor ini slui'ah ditempatkan sebagai

aturan-aturan yang datang dan memiliki kekuatan 4a!'i
semen.tara fqft cenderung mengalami perubahan, bersifat
temporer, kontekstual dan bersifat 4anzi.

Arus zaman manusia senantiasa mengalami perubahan
demikian halnya fqh, ia dinamis dan mengalami perubahan
dari rvaktu ke waktu. Fi4h tidak statis dan kaku dalam
kemapanan, melainkan terus-menerus bergerak dalam
"gejolak" kompleksitas sosial manusia. Bahkan kondisi ini
menja,Ci keniscayaan yang diperlukan sepanjang sejarah

17 Ahmad Rofiq, Pembabaruat Hvhtm Iskm di Indonesia,
(Yogyal(arta: G.ma Mediz, 2O0l), 25-28,
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manusia. Artinya dialektika manusia dengan persoalan fqh
adalah keniscayaan, kemutlakan yang diperlukan betapapun

paradoks dan kompleksitas terus mengiringinya
Kendati rumit, persoalan fqh patut digarisbawahi, ini

semua menegaskan bahwa f4h memiliki nilai strategis bagi

Hukum Islam untuk tercapainya kemaslahatan manusia di
hadapan Tuhan di satu sisi dan kemaslahatan manusia
dengan sesamanya di muka bumi pada sisi yang lain. Dengan
bimbingan akal, sluri'ah dan ushul fqh (baca: metodologi),
dapatkah manusia "menempatkan" dan "memainkan" f4h
dengan konstruktif?

PARSIALITAS HUKUM ISLAM

GBHN telah menetapkan bahwa hukum nasional harus
dijiwai dan didasari oleh Pancasila dan UUD 1945, karena
Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber
hukum dan menjadi landasan semua produk hukum di
Indonesia.l8 Sahal Mahfudh dalam pengantar Pembaharuan

Hukunt lslant di lndonesia menyebutkan Hukum Adat, Hukum
Barat, dan Hukum Islam sebagai sistem hukum yang berlaku
di Indonesia. Hal ini menunjukkan Hukum Islam telah
memiliki akar sosiologis dan historis dalam kehidupan umat
muslim di tanah air, di samping Hukum Adat dan Hukum
Barat.

Dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang menjelaskan keberadaan
peradilan agama di Indonesia dan menetapkan wewenang
absolut dari peradilan agama yaitu perkawinan, kewarisan
dan wakaf,te memperjelas kedudukan Hukum Islam dalam
tata hukum nasional, kendati sesungguhnya ketiga aspek
tersebut belum memadai sebagai representasi Hukum Islam.

13 Amir Syarifuddin, Meretas Kebektan ljtibad: IslJst Pating
H*htm Islam Kortemporet Di lad.oaesia, lf,akarta: Cipurat Press , 20[14, n,

te lbid, 32.
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Masih banyak materi Hukum Islam yang belum
terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI
hanya memuat dan mengatur beberapa di antara sekian
banyak'materi Hukum Islam. KHI masih "berkutat" sekitar
hukum (fqD keluarga (al-a\toil al-shakhsfuah) dan
"meninggalkan" materi-materi Hukum Islam lainnya. Dari
sudut lain umat muslim dituntut mematuhi Hukum Positif,
hukum produk peninggalan kolonial Belanda. Sementara di
seberang sana KHI sudah lama "menunggu" dan "menuntut"
hal yang sama meskipun "integritas" materi-materi KHI
belum cukup menggembirakan.

KHI tidak dapat membatasi diri dan "berkutat" pada
masalah-masalah hukum keluarga (al-a\toil al-slukhsiych). Hal
ini menurut Atrmad Rofiqzo akan membawa implikasi
tersendiri, yakni munculnya sebuah pertanyaan besar
"mengapa Hukum Islam di Indonesia" cenderung dibatasi
pada masalah-masalah hukum perorangan atau hukum
keluarga (al-a[tail al-shakhsiyah) saja?

Justru di sinilah tuntutan melakukan rekonstruksi
ulang dan menambah materi-materi KHI menjadi tuntutan
mendesak di masa mendatang, seiring perubahan dan
problematika sosial yang berlangsung intensif di tengah-

tengah kehidupan umat muslim. Diperlukan rumusan dan
improvisasi baru dengan menempatkan Hukum Islam secara

integral dan komprehensif. Tidak saia mengakomodasi
Hukum Islam dengan menitikberatkan hukum keluarga (al-

a\uil al-shnlchsiyah) an sich.

Semangat pemberlakuan shari'nh Islam sejumlah

daera.h2r di tanqh air beberapa waktu lalu setidaknya menjadi
momentum untuk mengintemalisasi, mengintegrasikan
Hukum Islam dengan sesungguhnya. Tidak berhenti pada

20 Ahmad Rofiq, Pernbabaruan...,10.
2r Antare lain Nangroe Aceh Daruesalam (NAD), Banten dan

beberapa daerah lain.
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level formalisasl di samping substarui dan arah semangat
pemberlakuan sluri"ah (hukum Islam) tersebut tidak jelas ke
mana arah tujuannya. Demilrian halnya, memberlakukan
shai'ah ndak sekadar wajib berjilbab bagi wanita muslim,
shalatz, hukum cambuk dan arahisasi nama instansi
pemerintah, misalkan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
dan daerah lain yang telah menerapkan Hukum Islam
dimaksud. Hukum Islam merupakan satu-kesatuan yang
utuh dan integral yang tidak dapat dipisahkan dalam
kehidupan umat muslim dan manusia umumnya.
Mungkinkah?
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